KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : %936 /D1/HK.03.00/2022 3> Agustus 2022
Lampiran . 1 berkas
Hal . Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Nomor 241/D/QT/2022

Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
5. Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang
di tempat,

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 241/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Musik Film Program
Sarjana Terapan dan Program Studi Tari Melayu Program Sarjana Terapan Pada Institut Seni
Indonesia Padangpanjang di Kota Padang Panjang, dengan hormat bersama  ini kami sampaikan

Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak dan 1bu kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,

'a"
[P 196310091989031001




SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIBIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
+#*REPUBLIK INDONESIA

'NOMOR 241/D /0T/2022

TENTANG

Bl ‘MBUKAAN PROGRAM STUDLMUSIK FILMPRO IRAM SARJANA

SRAPAN ,DAN"PROGRAM STUBT TARFMELAYU PROGRAM- SAR%NA

TERAPAN PADA INSTITUT SENI INDONESIA PA“EANGPANJA,NG DI IfQjI\A
§ PAANG PANJAWG & .

MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKN@ OGI
REPUBLIK NDONESIA

: sa. bahwa berqgsarkan urat permohonan Rektor Institut Selg;n
Indonesia E angpa,njang T S

Menimbang

n gé.n sebagainana d1mg:ksud
aksanakan’f? ketentuan Pasal

W T

gr Tari yu Prog?am Saz;]ana
: Pada Institut Seni Indohes1a Padangpanjang di
Kota Padang Panjang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);



3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Rlset, dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta
Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Keputusan Presiden Nomor 82 /TPA/2022 tentang

Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di

Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Tekno_}o i :

}m:dan Kebudayaan Nomor 3
Tahuﬁ 2020 tentang Standar nal Pendidikan Tinggi

=f?(~Benta N egara Repu 1,,&51 ndone81 fn 2020 Nomor 47);
T 'Peraturan} ] enterg% Pend. qhk : x;i"dap Keb‘wdayaan Nomor 7
Tahun"§2®2*0a fentang Peridiri in,#Pérubahat, Pembubaran
~ {Rergliruan  Tinggi .  Negeri, dan«Jng@man*“? JPerubahan,
"""'-%Rencabutan Izi _"Perguman Tinggi Sﬁasfa (Bei'-ii Negara

Repubhkvlrrdoneﬁla Tahu 020 Nomor 51j; =
Peraturan Menteri Pend,,l,_,d1k x Kebudayaan, Rlset&gsmdan

Teknologb Nomor’“ 28 j[‘al'&un 3021 tentang Oﬁgg‘amsas1 Jdan,n
Tata KerJa Kementerian;' Pefididikan, Kebudaf}aan Rise;

";éfet d Teknof@gl
=nteri , --vebudayav

gdatapgam Kepy@ﬂ*san Menge

:?,butan Izm di D1rekt‘ orat Jende

s e iset, dan %I‘elmolqg;g’*‘dan D1re
Jenderal Pendldlkan;rVokasL &

Menetapkan :

M@g@@RﬁAM MSf@E,UANA TE;REAPAN DAN
TUDI TARI MELAYUwPROGRAM SARJANA
PADA  INSTITUT  SENL4’ INDONESIA

YDANGPANJANG DI KOTA PAEQANG PANJAN G.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Musik Film Program Sarjana Terapan; dan
b. Tari Melayu Program Sarjana Terapan,
pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Kota Padang
Panjang.

KEDUA :  Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.



KETIGA : Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Kota Padang Panjang
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling
lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada
Menteri. ,

KEEMPAT : Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang bertanggung
jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ‘dan menhanggung semua
akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program
studi  setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil
evaluasi. . " I B R

KELIMA . Apabila Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Kota Padang
Panjang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. f

KEENAM - Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkaﬁ;
Déi‘c:_g tapkan di J _:élkar‘t'a ‘
Pada Tanggal 23 Agustus 2022
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI RERUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKAS,

 KIKI'YULIATI

Salinan sesuai Ede;rzliga_l_1'1“__.f:lslinya,
Sekretaris Dircktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dz, W
NIP 196310091989031001



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Institut Seni Indonesia Padangpanjang di Kota Padang Panjang

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program  Studi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling
lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada
Menteri.

Rektor Ipst_i_tiit ‘Seni Indonesia ‘Padangpanjang bertanggung
Jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai_dengan ketentuan

‘peraturan  perundang-undangan ~dan menanggung semua

akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program
studi  setelah dinyatakan tidak layak ~berdasarkan hasil
evaluasi. gl Cemy, ol -'

Apabila Institut Seni Indonesia Padangpanjang'di Kota Padang
Panjang tidak melaksanakan kewajibannya' sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikeénai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan Menteri iﬁfi‘.iml‘.ﬂai berlaku pada tané‘gal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta gy
Pada Tanggal 23 Agustus 2022
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI'YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya, —
Sekretaris Direktorat Jenderal:Pendidikan:Vokasi' @
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi




